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BAB III  

PENUTUP  

 

A. Kesimpulan 

Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan untuk rumah tinggal di 

Perumahan Kawasan Marina tidak dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik karena . 

sampai saat ini surat rekomendasi peningkatan Hak Guna  Bangunan di atas tanah 

Hak Pengelolaan   menjadi    Hak    Milik  tersebut  belum  diberikan  oleh PT. IPU. 

PT. IPU hanya memberikan surat rekomendasi perpanjangan Hak Guna Bangunan. 

Menurut Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah 

Masyarakat (Bapak Aris Wibowo), peningkatan Hak Guna Bangunan di atas tanah 

Hak Pengelolaan untuk dapat ditingkatkan menjadi Hak Milik apabila PT. IPU 

sebagai pemegang Hak Pengelolaan memberikan surat rekomendasi peningkatan 

Hak Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik. Lalu surat 

rekomendasi tersebut bersama-sama dengan surat rekomendasi dari Pemrintah 

Provinsi Jawa Tengah diajukan kepada DPR untuk minta ijin terhadap peningkatan 

status tanah Hak Guna  Bangunan di atas Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik. 

Setelah DPR memberikan ijin tertulis, maka peningkatan status tanah Hak Guna  

Bangunan di atas Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik dapat dilakukan. Setelah itu 

Kantor Pertanahan Kota Semarang akan mengeluarkan Sertipikat Hak Milik sesuai 

dengan surat rekomendasi yang telah mendapatkan ijin dari DPR.  

 

 



48 
 

B. Saran 

1. Pemerintah segera mengeluarkan peraturan tentang peningkatan Hak Guna 

Bangunan untuk Rumah Tinggal di atas Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik. 

2. Kantor Pertanahan Kota Semarang lebih proaktif dan terbuka untuk melakukan 

penyuluhan/sosialisasi mengenai peningkatan status Hak Guna Bangunan di 

atas tanah Hak Pengelolaan menjadi Hak Milik. 

3. Pemegang Hak Pengelolaan lebih terbuka mengenai status tanah yang 

sebenarnya atas rumah-rumah di Perumahan kepada para pembeli rumah 

tersebut. Tidak hanya menjual dan memberikan keterangan bahwa rumah 

tersebut bersertipikat Hak Guna Bangunan, tetapi juga harus memberi tahu 

kepada pembeli bahwa rumah tersebut merupakan rumah bersertipikat Hak 

Guna Bangunan di atas tanah Hak Pengelolaan yang dapat atau tidak dapat 

ditingkatkan menjadi Hak Milik. 

4. Pemegang Hak Guna Bangunan atau calon pembeli rumah yang dibangun oleh 

pengembang harus mengetahui Hak Atas Tanah mereka ketika membeli rumah. 
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